KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
NOMOR 29 TAHUN  2001

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL
MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH,

Menimbang
:
bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian aparatur Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
Mengingat 
:
1. 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Nomor 3839);
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M tahun 1999 tentang Kabinet Persatuan Nasional;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 10 Tahun 2000  tentang  Kelengkapan  Organisasi  Departemen Dalam Negeri;
Memperhatikan
:
Persetujuan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 194.1/M.PAN/7/2001 TANGGAL 20 Juli 2001
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional, di ubah sebagai berikut:
1.
Ketentuan Bab I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I 

PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 1

(1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut PUSDIKLAT Regional adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang dibentuk dan berlokasi di Bukittinggi, Bandung, Yogyakarta dan Makasar.

(2) PUSDIKLAT Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan secara teknis fungsional dibina oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

(3) Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja PUSDIKLAT REGIONAL dimaksud ayat (1), adalah sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional.

2.
Ketentuan Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB V 

LOKASI 

Pasal 23
Dengan ditetapkan Keputusan ini maka lokasi PUSDIKLAT Regional meliputi Bukittinggi, Bandung, Yogyakarta, dan Makasar dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Juli 2001

MENTERI DALAM NEGERI
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SURJADI SOEDIRDJA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH
NOMOR
: 29 Tahun 2001
TANGGAL
: 20 Juli 2001

	NO
	PUSDIKLAT REGIONAL
	WILAYAH KERJA
	TEMPAT KEDUDUKAN
	KETERANGAN

	1.

	BUKITTINGGI

	1. D.I.Aceh 

2. Sumatera Utara 

3. Sumatera Barat

4. Riau

5. Jambi

6. Bengkulu

7. Sumatera Selatan

8. Kepulauan Bangka Belitung
	BUKITTINGGI

	

	2.

	BANDUNG

	1.   Lampung 

2. Jawa Barat 

3. DKI Jakarta
4. Banten
5. Kalimantan Barat
6. Kalimantan Tengah
7. Kalimantan Selatan
	BANDUNG

	

	3.

	YOGYAKARTA

	1. DAISTA Yogyakarta 

2. Jawa Tengah
3. Jawa Timur
4. Bali
5. NTB
6. NTT
	YOGYAKARTA

	

	4.

	MAKASAR

	1. Sulawesi Selatan

2. Sulawesi Tengah
3. Sulawesi Utara
4. Sulawesi Tenggara
5. Gorontalo
6. Maluku 
7. Maluku Utara
8. Irian Jaya
9. Kalimantan Timur
	UJUNG PANDANG
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SURJADI SOEDIRDJA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

        LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENETERI DALAM NEGERI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
NOMOR
:
29 Tahun 2001
REGIONAL
TANGGAL
:
20 Juli 2001
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